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BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS 

NOMOR      TAHUN 2025 
 

TENTANG 

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI 

 NOMOR 627 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN POS SEKTOR  

PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KEPULAUAN 

ANAMBAS 

 

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, 
 

Menimbang : a. Berdasarkan Surat Kementrian Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 300.1.7/5053/BAK, 
Tanggal 21 September 2023, Hal:  Peningkatan 
Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam 
Penanggulangan Bencana Kebakaran; 

b. karakteristik geografis Kabupaten Kepulauan 
Anambas yang terpisah oleh lautan dan jarak tempuh 
yang cukup yang beragam serta kondisi alam yang 
terkadang ekstrim, perlu dibentuk Pos Pemadam 

Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan 
Anambas;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu 
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan 
Pos Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada 
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  
Kabupaten Kepulauan Anambas; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

 
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di 
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879); 

 
 
 

 



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015       Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008  tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,  
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia        
Nomor 4829); 

 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang  

Pendanaan  dan Pengelolaan Bantuan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4830); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi 
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia             
Tahun 2018 Nomor 34); 

 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada  
Standar Pelayanan Minimal  Sub – Urusan Bencana 
Daerah Kabupaten/Kota; 

 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 122 Tahun 

2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana 
Pemadam Kebakaran di Daerah; 

 
 

 



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada 
Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran 

Daerah Kabupaten/Kota; 
 

 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2019 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil 
Negara di Lingkungan Perangkat Daerah Yang 
Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran; 
 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 
2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam 
Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan 
Kabupaten/Kota; 
 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 

2024 tentang Pedoman Penyusunan Bencana Rencana 
Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan 
Penyelamatan di Daerah; 

 
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas 

Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Oraganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita 
Daerah KAbupaten Kepulauan Anakabas Tahun 2022 
Nomor 681); 

 
16. Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 

07 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Tim Peningkatan 
Kesiapasiagaan Pemerintah Dalam Penanggulangan 
Kebakaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. 

 

 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  

KESATU : Perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Nomor 672 
Tahun 2024 tentang Penetapan Pos Sektor Pemadam 
Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan 
Anambas; 
 

KEDUA : Pos Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang 
semula Penetapannya per Kecamatan menjadi Pos Sektor 
dengan Wilayah Kerja Sebagaimana Terlampir; 
 

KETIGA : Pos Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki 
Tugas dan Fungsi secara umum sebagai berikut: 
 

  a. Melaksanakan pemantauan daerah pemukiman rawan 
kebakaran serta dampak kebakaran dan melaporkan 



hasil pemantauan kepada Kepala Dinas Pemadam 
Kebakaran dan Penyelamatan; 
 

  b. Melaksanakan tugas piket dalam waktu 24 jam secara 
bergantian di Pos Sektor Pemadam Kebakaran dan 
Penyelamatan; 
 

  
 

c. Membuat laporan seluruh kejadian bencana kebakaran 
yang dilaporkan secara rutin kepada Kepala Dinas 
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten 
Kepuluan Anambas; 
 

d. Melaksanakan siaga darurat kebakaran dan tanggap 
darurat kebakaran; 

 
e. Operasi pemantauan titik kebakaran dan dampak 

kebakaran; 

 
f. Memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan; 

 
g. Melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya 

untuk operasi pemadaman kebakaran dan 
penyelamatan; 

 
h. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, 

peralatan dan sarana transportasi untuk operasi 
pemadaman dan penyelamatan melalui koordinasi 
dengan Bidang Pemadam Kebakaran dan 
Penyelamatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga 
terkait; 

 
i. Mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan 

mengevaluasi pelaksanaan operasi pemadaman 
kebakaran di lapangan; 

 
j. Menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan 

operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan; 
 

k. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, 
peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan 
operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan; 
 

  l. Mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan 

mengevaluasi pelaksanaan pemulihan fungsi 
prasarana dan sarana vital; 
 

m. Menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan  
pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital; 

 
n. Melakukan proses pendataan korban dan kerugian 

akibat bencana kebakaran. 
 

 
 



KEEMPAT : Penetapan Pos Sektor Pemadam Kebakaran dan 
Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATU tercantum lampiran keputusan ini; 
  

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan 
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas; 
 

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Tembusan ; 
1. Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa; 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa; 

3. Kepala BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa; 
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

PARAF HIERARKI 

SEKRETARIS DAERAH 
 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN 
KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA 

 

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN 
DAN PENYELAMATAN 

 

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA 
 

Ditetapkan di  : Tarempa, 
Tanggal   :     Agustus 2025 
 

Bupati Kepulauan Anambas, 
 
 
 
 
                 ANENG 
 



 

                                   

 

 

   

   

   
      

NAMA POS SEKTOR PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN   

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 

   

NO 
NAMA POS SEKTOR PEMADAM 

KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN (PKP) 
WILAYAH KERJA 

 
1 2 3  

1 POS SEKTOR PKP SIANTAN 

 KECAMATAN SIANTAN  

 KECAMATAN SIANTAN SELATAN  

 KECAMATAN SIANTAN TIMUR  

2 POS SEKTOR PKP PALMATAK 

 KECAMATAN PALMATAK  

 KECAMATAN SIANTAN TENGAH  

KECAMATAN SIANTAN UTARA  

 KECAMATAN KUTE SIANTAN  

3 POS SEKTOR PKP JEMAJA 

 KECAMATAN JEMAJA  

 KECAMATAN JEMAJA TIMUR  

 KECAMATAN JEMAJA BARAT  

   
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Lampiran  : Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas   

Nomor : 

Tanggal :        Agustus 2025 

Ditetapkan di     : Tarempa  

Tanggal :      Agustus 2025 

 

Bupati Kepulauan Anambas, 

 

 

 

                 ANENG     














